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TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab latin yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A

Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang
lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, dituliss menurut
kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum, dan
sebagéinya.

Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum
lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut
pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku, dan
telah menjadi Keputusan Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158
Tahun 1987 dan 0543 b/U/1987. Misalnya kata:
ditulis latin az-Zahabu.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya

kepaa huruf latin, adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
1 | alif - tidak dilambang-
kan ’
2 v ba' b be
3 oy Ea! 2 te
4 L sa' S es (dengan titik
diatas)
5 Z‘ jim j je




No.| Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
6 Ei ha' h ha (dengan titik
dibawah)
7 ‘6 kha kh ka dan ha
8 > dal d de
9 > zal Z zet (dengan ti-
tik diatas)
10 fit e % N
11 (g zain z -
12 W sin s -
19 Lg}ﬁ syin sy -
14 (P sad s es (dengan titik
j g di bawah)
15 : dad d de (dengan titik
LF ' ’ di bawah)
16 L7 ta' £ te (dengan titik
' 4 di bawah)
17 v za' z zet (dengan ti-
tik di bawah)
18 é; “ain i koma terbalik
19 éi gain g -
3 , B
20 ) fa f
21 L5 gaf q -
22 sy kaf k -
23 L,j lam 1 -
24 o mim m -
25 D) nun n -
26 9 wawu w -
2 Ha .




No.| Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

27 , 5 hamzah apostrof (lam-

bang ini tidak

digunakan untuk
hamzah di awal

kata)

28 (_jb ya' v =

2. Vokal tunggal

i = a L;Jﬁi
\ =i A
._i = u \._—-‘-6.5

3. Vokal rangkap

LJ;‘ = al contoh : q 4|c

2\ = au contoh : h_) oy |

4. Vokal panjang (maddah)

‘1
]
ol
G
I
Q
W
o
W

contoh : a
LS - = 1 contoh : \_Jh:_’ =, cila
— "
(& ) = U contoh : L’lijﬁ = yaqulu

5. Ta' marbutah
Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:
a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fat-

hah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah

Vi oy
dw,\)’i MJJ = raudat al-atfal

U'I,‘l".



b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah /h/.
é‘/L};QH a;9;4g1 = al-Madinat al-Munawwarah

Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda ( ), dalam"transli-
terasi ini tanda syaddah atau tasydid dilambangkan
dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

contoh:

Nazzala

8] ™
Al

al-birr

Kata sandang

kata sandang dalam sistem tulisn Arab dilambangkan

dengan'huruf, yaitu L)l - Namun dalam transliterasi
ini kata sandang dibagi dua:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah
ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf nJ/
diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
contoh

&,Lfburj‘ = ar-rajulu
5 i)
L)M+ALJ\

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah,

]

as-sayyidatu

1

asy-syamsu

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang diga-
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riskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Seperti: _
] u ! \

Based
St

al-Qalamu

al-Qamaru

al-Jahlu
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, seorang anak yang belum
dewasa tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum,
baik yang menyangkut dirinya maupun hartanya..Konseku—
ensinya, maka anak yang dilarang melakukan tindakan
hukum tersebut harus mempunyai wali untuk mengasuhnya
dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku
aslinya.l)
Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah
perwalian dimaksud secara garis besar telah diatur
dalam al-Qur'an. Perihal yang menyangkut diri anak,
misalnya, al-Qur'an menekankan agar orang Islam umumnya
dan orang yang diserahi tanggung jawab sebagai wali
khususnya untuk menyayangi anak yatim, melindungi
mereka dengan rasa cinta dan kasih sayang, dan melarang
setiap tindakan atau sikap yang menyakiti mereka. Hal

ini dijelaskan di dalam firman Allah Swt.:
2) A M @i
Dalam menafsirkan ayat di atas, Qatadah, sebagai-

mana dikutip Abu Zahrah, menyatakan: "Terhadap anak

1) Muhammad Jawad Mughniyyah, Figih Lima Mazhab, alih
bahasa Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera, 1996), hlm.
693.

-2)Ac_:'l—[_)uhé (93): 9.



yatim jadilah engkau bapak yang welas asihv.3)

Apabila anak yatim tersebut mempunyai harta,
pemeliharaan atau pengelolaan hartanya harus diserahkan
kepada wali, baik wali yang ditunjuk oleh orangtuanya
sebelum meninggal atau wali yang diangkat oleh Penga-
dilan. Hal ini dijelaskan dalam al—QEELén. .

\ -

Lo ﬁd‘d&e&“(«f)b—“;wﬂjﬁ;&» NP

D LA 3 @53 58 s a53 0

Sementara itu, di Indonesia, meskipun belum ada
undang-undang yang khusus mengatur tentang lembaga
perwalian, namun sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya
disingkat sebagai UU No.1/1974), yang didalamnya memuat
Pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga perwalian,
maka hal itu berarti di Indonesia sudah terdapat pera-
tufan mengenai lembaga perwalian yang berlaku secara
nasional. Dalam UU No. 1/1974, masalah perwalian diatur
pada Bab XI Pasal 50 sampai 54, dengan tambahan tentang
pembuktian asal usul anak yang dimuat pada Bab XII
Pasal 55. Pada bab XI Pasal 50-54 tersebut ditentukan
tentang beberapa kewajiban wali terhadap anak di bawah

perwaliannya, antara lain wali wajib mengurus anak dan

3)Muhammad Abu Zahrah, Membangun Masyarakat Islami,
alih bahasa Shodiqg Noor Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1994), hlm. 122.

4)An-Nisa' (4): 5.
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hartanya dengan menghormati agama dan kepercayaannya,
wali wajib membuat daftar harta benda dan bertanggung
jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah
perwaliannya itu.>)
" Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas
tentu saja sangat penting artinya. Sebab kekuasaan wali
terhadap anak dibawah perwaliannya pada dasarnya hampir
sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua,
sehingga perlu ada tanggung jawab dipihak wali, baik
secara moril maupun secara hukum. Dalam UU No.1/1974
tanggung jawab wali dimaksud telah diatur dengan jelas.
Karena itu, bagi wali yang melalaikan tanggung jawabnya
maka kekuasaannya selaku wali dapat dicabut. Selain
itu, dengan Keputusan Pengadilan, wali dapat diwajibkan
membayar kerugian yang diakibatkannya atas harta benda
yang berada dibawah perwaliannya.s)
Sungguh pun masalah perwalian sudah dimuat dalam
UU No.1/1974, dan karena itu bisa dipandang bahwa di
Indonesia sudah ada peraturan mengenai perwalian yang
berlaku secara nasional, namun karena pasal-pasal ‘yang
mengaturnya terdiri dari hanya lima pasal, dengan
tambahan satu pasal tentang pembuktian asal usul anak,

maka pada kenyataannya masih banyak permasalahan aspek

5)Uy No. 1/1974, Pasal 51.

6)Ibid., Pasal 53-54.



perwalian yang berkembang dalam masyarakat belum sepe-
nuhnya tertampung dalam UU No.1/1974. Beberapa di
antara permasalahan dimaksud ialah bahwa "UU No.1/1974
tidak sampai mengatur tentang Perwalian oleh Perkumpul-
an, Perwalian Pengawas, Pengampunan dan Balai Harta

Peninggalan”.7)

Disamping itu, bila dilihat dari teori
berfungsinya hukum dalam masyarakat, menurut pengamatan
Hilman Hadikusuma, Bab XI Pasal 50-54 UU No.1/1974 yang
mengatur tentang perwalian pada umumnya belum dipahami
oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan masyarakat

pedesaan.s)

Itu berarti, baik menurut teori kaedah
hukum berlaku secara yuridis, kaedah hukum berlaku
secara sosiologis, maupun menurut teori kaedah hukum
berlaku secara filosofis,g) Bab XI Pasal 50-54 UU
No.1/1974 yang mengatur tentang perwalian belum sepe-
nuhnya berfungsi dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan kenyataan yang dikemukakan
terakhir di atas, agaknya bisa diasumsikan bahwa prak-
tek perwalian yang berlaku dalam kehidupan masyarakat

umumnya masih lebih banyak bertumpu pada hukum adat.

Atau boleh jadi pula praktek perwalian dalam masyarakat

7)I-Iilrnan Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia,
(Bandung: Mandar Maiju, 1990), hlm. 151.

8)Hilman Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat (Jakarta:
Fajar Agung, 1987), hlm. 84.

B)Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat
(Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 13-14.



itu, masyarakat muslim khususnya, didasarkan kepada
hukum Islam, yakni hukum Islam sebagaimana yang dipa-
hami dan dihayati oleh masyarakat bersangkutan. Akan
tetapi, disadari sepenuhnya bahwa Hukum Islam sebagai-
mana yang dipahami dan dipraktekkan dalam masyarakat,
dalam beberapa kasus, tidak selalu persis sama dengan
Hukum Islam sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an
dan Sunnah Nabi Saw.19) Atas dasar kesadaran inilah,
maka penelitian tentang praktek atau pelaksanaan perwa-
lian terhadap anak dalam masyarakat menurut tinjauan
Hukum Islam dan UU NO.1/1975 dirasakan tetap relevan
dan menarik dilakukan.

Peristiwa perwalian terhadap anak pada dasarnya
berkaitan sangat erat dengan peristiwa meninggalnya
salah satu atau kedua orangtua dari anak yang bersang-
kutan. Oleh karena peristiwa kematian pasti terjadi
kapan saja dan dimana saja, maka tidak berlebihan pula
bila dikatakan bahwa peristiwa perwalian akan selalu
ada kapan pun dan dimanapun dalam masyarakat. Dalam
penelitian 'ini’ dipilih Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas (selanjutnya disingkat sebagai Kabupaten

Banyumas) sebagai lokasi penelitian.

lo)Nurcholish Madjid, "Pendahuluan", dalam Budhy
Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam
dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. xxiii -
Sy, ot B s LA



Pemilihan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi
penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah
ini memperlihatkan ciri yang agak khas dibandingkan
dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Propinsi
Jawa Tengah. Di satu pihak, Kabupaten Banyumas, mungkin
karena letaknya yang relatif jauh dari Ibukota" Propinsi
Jawa Tengah, sebegitu jauh nampaknya belum secara total
terlibat dalam iklim modernisasi dan industrialisasi,
sebagaimana yang terjadi pada kota-kota besar pulau
Jawa. Pada umumnya masyarakatnya bahkan masih lebih
cenderﬁng memperlihatkan suasana kehidupan yang berla-
tar belakang corak budaya tradisional-agraris-pedesaan,
sebagaimana juga pada kabupaten-kabupaten tetangganya.
Tetapi pada pihak lain, dengan perkembangan dunia
pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yang begitu
pesat di Kabupeten Banyumas -- suatu fenomena yang
tidak terlihat di kabupaten lain manapun di wilayah
propinsi Jawa Tengah, maka bisa diasumsikan Kabupaten
Banyumas atau masyarakat Kabupaten Banyumas telah
berkembang menjadi masyarakat yang cukup responsif
terhadap berbagai isu yang timbul dan perubahan yang
terjadi, baik pada skala lokal, nasional, regional, dan
bahkan global. Pada kenyataannya, masyarakat Banyumas
umumnya tidak terasing dari, kalau bukannya malah
sangat akrab dengan, budaya kehidupan kosmopolitan.

Singkatnya, secara kultural masyarakat Kabupaten Banyu-



mas bisa dipandang mencerminkan secara relatif dua corak
budaya kehidupan masyarakat sekaligus, corak budaya
masyarakat tradisional-agraris-pedesaan dan corak
budaya masvarakat modern—perkotaan.ll) Karena itu,
penelitian tentang "Pertanggungjawaban Wali terhadap
Anak di bawah Perwaliannya di Kabupaten Bahyumas",
kiranya dapat memberikan perspektif atau wawasan menge -
nai permasalahan serupa yang mungkin terjadi pada

masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan.

B. Pokok Masalah
Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang
dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian tentang
pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas, dengan
fokus utama ialah pertanggungjawaban wali terhadap anak
dibawah perwaliannya, diajukan tiga pokok masalah:

1. Bagaimanakah tata-laksana perwalian yang berlaku di
Kabupaten Banyumas.

2. Bagaimana dan sejauh manakah pertanggungjawaban wali
terhadap anak dibawah perwaliannya dalam pelaksanaan
perwalian di Kabupaten Banyumas.

>. Sejauh manakah praktek atau pelaksanaan perwalian di
Kabupaten Banyumas menunjukkan pola kesesuaian

dengan ketentuan Hukum Islam dan UU N6 .1/1974

11)Monografi Kabupaten Banyumas Tahun 1994 : Kabupaten
Banyumas dalam Angka, Purwokerto Pemda Banyumas, 1995.
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C. Tujuan dan Kegunaan

Lo

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang diajukan di

muka, tujuan penelitian ini adalah:

a .

Untuk mengungkapkan dan memperoleh gambaran
secara rinci tentang tata laksana perwalian yang
berlaku di Kabupaten Banyumas.

Untuk mengungkapkan dan memperoleh gambaran
secara rinci tentang segi-segi pertanggungjawaban
wali terhadap anak dibawah perwaliannya dalam
pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas.
Untuk memberikan analisis dan evaluasi kritis
terhadap praktek atau pelaksanaan perwalian di
Kabuapten Banyumas menurut tinjauan Hukum Islam

dan UU No. 1/1974

Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pertanggungjawaban wali

terhadap anak di bawah perwaliannya di Kabupaten

Banyumas, yang mengungkapkan data empirik dan diser-

tai analisis dan evaluasi kritis, diharapkan hasil-

nya dapat:

&l

Berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak
yang berkepentingan, terutama dalam rangka meng-
implementasikan UU No. 1/1974 khususnya Bab XI
Pasal 50-54 yang mengatur perwalian, yang dalam

beberapa hal nampak kurang lengkap atau masih ada



D.

segi-segl yang belum diatur secara jelas.

b. Berguna sebagai sumbangan terhadap pengembangan
ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya
mengenail masalah perwalian anak.

c. Berguna sebagai bahan acuan atau setidaknya
sebagal pendorong bagi peneliti-peneliti lain
yang bermaksud meneliti permasalahan serupa pada

tempat yang berbeda-beda.

Telaah Pustaka
Kecuali hasil penelitian Sulastriyono yang
berjudul "Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Piatu di

Daerah Istimewa Yogyakarta",lz)

sampai saat ini nampak-
nya belum ada satupun kepustakaan yang membahas masalah
perwalian secara berdiri sendiri, baik menurut hukum
Islam maupun menurut UU No.1/1974, ataupun menurut
keduanya. Pembahasan masalah perwalian menurut hukum
Islam pada umumnya selalu dimasukkan sebagai bagian
dari pembahasan masalah-masalah fighiyyah secara kese-
luruhan; sekurang-kurangnya dimasukkan dalam pembahasan
aspek-aspek huum mu'amalah. Sedangkan konsep perwalian

menurut UU NO.1/1974, tentu saja selalu dibahas dalam

konteks keterpaduan dengan pembahasan hukum perkawinan.

12)Su1astriyono, "Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim

Piatu di Daerah Istimewa Yogyakarta", Mimbar Hukum, No.

18

Tahun ke-10 (1993), hlm. 151-158.
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Sengguhpun belum ada kepustakaan yang membahas
masalah perwalian secara tersendiri, namun dari sejum-
lah kepustakaan yang ada yang membahas masalah perwali-
an menurut Hukum Islam dan atau menurut UU No.1/1974,
kiranya dapat dibedakan -- untuk menunjuk hanya kepada
karya-karya yang ditulis oleh Sarjana Indbnesia --
adanya tiga fokus kecenderungan pembahasan. Pertama,
pembahasan perwalian menurut Hukum Islam. Kedua, pemba -
hasan perwalian menurut UU No.1/1974. Ketiga, pembahas-
an perbandingan antara perwalian menurut Hukum Islam
dan perwalian menurut UU No.1/1974.

Berdasarkan kenyataan di atas, karena itu, sebe-
lum dilakukan telaah mengenai segi-segi perwalian
menurut Hukum Islam dan UU NO.1/1974, ada baiknya
terlebih dahulu dikemukakan beberapa kepustakaan yang
mewakili masing-masing dari ketiga jenis kecenderungan
pembahasan dimaksud di atas. Kepustakaan yang termasuk
dalam jenis pertama, yang membahas masalah perwalian
menurut Hukum Islam, antara lain ialah karya Ahmad
Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu'amalat.1l3) Fokus
kecenderungan kedua, kepustakaan yang membahas perwali-

an menurut UU No.1/1974, diantaranya adalah karya

13)Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu'amalat

(Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990), hlm. 54-57.



51 §

Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional,14) dan karya R,
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia.ls)
Akhirnya, jenis kecenderungan ketiga adalah pembahasan
Operbandingan antara perwalian menurut Hukum Islam dan
perwalian menurut UU NO.1/1974. Jenis terakhir ini

16)

terdapat dalam karya Hilman Hadikusuma, yang sudah

dikutip di muka, dan karya M. Ridhwan Indra, Hukum

Perkawinan di Indonesia.lT)

Karya Hilman Hadikusuma,
selain memberikan ulasan perbandingan antara Hukum
Islam dan UU NO.1/1974 juga memasukkan perbandingan
dengan KUH Perdata dan Hukum Adat. Sedangkan M. Ridhwan
Indra hanya menambahkan perbandingan dengan KUH Perda-
ta. Indra tidak memasukkan Hukum Adat dengan alasan
bahwa Hukum Adat tidak memerlukan suatu peraturan
tentang wali, karena secara adat memelihara anak yang
belum dewasa pada dasarnya bukan hanya menjadi kewaji-
ban ayah dan ibu, melainkan menjadi kewajiban seluruh
anggota kerabat. Hal lain yang perlu ditegaskan, adalah
bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam pembahasan

Indra ialah Kompilasi Hukum Islam.

14)Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1991), hlm. 216-218.

15}R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indo-
nesia, (Bandung: Sumur, t.t.), hlm. 95.

1G)Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, hlm. 149-156.

17)M. Ridhwan Indra, Hukum Perkawinan di Indonesia,
(Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 73-75.
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Istilah perwalian berasal dari kata dasar wali.
Kata itu diambil dari bahasa Arab: lﬁ?L7— LS% ~ 159
yang berarti sangat dekat kepada, mengikuti, atau
mengiringi. Bila dihubungkan dengan kata "orang"
( L){} ;;J‘ ) LJ}?;}“ L;{j , maka berarti melindungi
orang laki-laki atau menolongnya. Sedangkan bila dihu-
bungkan dengan kata "negeri" ( 1l JV): Sk 9,
berarti menguasai negeri menjadi wali suatu negeri.ls)

Menurut Subekti, perwalian adalah "pengawasan
terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di
bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau
kekayaan anak tersebut" . 19) Sementara itu, Azhar Basyir
mendefinisikan perwalian, yang dalam bahasa Arab menu-
rutnya disebut wilayah, sebagai "suatu kekuasaan yang
berasal dari syara' untuk melakukan tindakan atau akad,
yang mempunyai akibat-akibat hukum".20) Perwalian dalam
pengertian sebagaimana dikemugakan Azhar Basyir memi-
liki cakupan lebih luas daripada perwalian dalam
peﬁgertian hukum positif sebagaimana yang dikemukakan
Subekti. Menurut Azhar Basyir, pengertian perwalian

tersebut di atas mencakup kekuasaan melakukan tindakan

la)Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yaya-
san Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an,
1973), hlm. 506-507.

19)Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Inter-
masa, 1992), hlm. 52.

20) Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hlm. 54.
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hukum untuk diri sendiri (wilayat al-asliyah) dan kekua-
saan melakukan tindakan hukum atas nama orang lain
(wilayat an-niyébiyah).zl)

Sehubungan dengan pengertian perwalian sebagaima-
na dikemukkan Ahmad Azhar Basyir (menurut hukum Islam),
kiranya perlu dijelaskan tiga istilah berbeda yang
saling berkaitan. Istilah pertama adalah wildyah;
istilah ini menitikberatkan pada makna kekuasaan mela-
kukan tindakan-tindakan hukum, baik bagi diri gendiri
maupun atas nama orang lain, termasuk perwakilan.
Istilah kedua adalah wali, yang berarti orang yang
mempunyai kekuasaan melakukan tindakan hukum, terutama
atas nama orang lain. Istilah ketiga ialah wasi, be-
rarti orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali
atas anak di bawah umur, biasanya diperoleh dengan
jalan wasiat.22)

Dalam UU No.1/1974 tidak ditemukan penjelasan
tentang pengertian perwalian. UU No.1/1974 hanya mene-
gaskan bahwa "Anak yang belum mencapali umur 18 (delapan
belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawin-
an, yang tidak berada di bawah kekuasan orang tua,

berada dibawah kekuasaan wali" . 23) Batas umur yang

21) 1pig.
22) 1hid., hlm. 55

23)9y No. 1/1974, Pasal 50 ayat (1).
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ditetapkan UU NO.1/1974 lebih rendah daripada batasan
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya dising-
kat sebagai Kompilasi), yang menetapkan "perwalian
hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun
dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan".24%)

Dari pengertian-pengertian perwalian yang dikemu-
kakan di atas, dapat ditarik intisari tentang unsur-
unsur perwalian. Pertama, anak (dalam keadaan dan batas
umur tertentu) yang harus berada di bawah perwalian.
Kedua, wali (dengan persyaratan tertentu) yang berperan
sebagai pengayom dan bertindak atas nama anak dibawah
perwaliannya. Ketiga, hubungan antara dan anak di bawah
perwaliannya, yang diwujudkan dalam bentuk tugas dan
tanggung jawab wali terhadap anak (dan harta bendanya)
di bawah perwaliannya.

Menurut Hukum Islam, perwalian adalah hak anak
vang diperoleh sejak lahir, yang meliputi hak pengasuh-
an atau hadnah, hak pengajaran dan pendidikan, dan hak
pemeliharan harta.?3) ahmad Azhar Basyir membagi perwa-
lian menjadi dua macam, perwalian diri dan perwalian
harta benda.?%6) Demikian pula dalam Kompilasi, "Perwa-

lian meliputi perwalian terhadap diri dan harta ke-

24)Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 ayat (1)
ZS)Abu Zahrah, Membangun Masyarakat, hlm. 100.

26)Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hlm. 55-56.
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kayaannya".27)

Secara sama, UU No.1/1974 juga menegas-
kan "Perwalian itu mengeni pribadi anak yang bersang-
kutan maupun harta bendanya”.za)

Untuk dapat menjadi wali atau untuk dapat diang-
kat menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat -
syarat tertentu. Dalam Hukum Islam, menurur Ahmad Azhar
Basyir, syarat untuk menjadi wali adalah balig, dapat
dipercaya, mampu melaksanakan sesuatu yang dikuasakan
kepadanya, dan tidak boleh melakukan tindakan yang
dapat merugikan orang yang berada di bawah perwalian-

cira 25

Pendapat lain menyatakan syarat wali menurut
Hukum Islam adalah balig, berakal sehat, dapat memenuhi
kewajibannya, berkelakuan baik, dan agamanya sama
dengan agama anak (Islam) yang di bawah perwalian-

nya.30)

Sedangkan Sayyid Sabig menyaratkan bagi wali
haruslah orang yang terkenal agamanya, keadilannya dan

kecerdasannya, baik laki-laki maupun perempuan.31)

27)Kompilasi., Pasal, 107 ayat al2)g:

28)yu. No. 1/1974, Pasal 50 ayat (2).

29)Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hlm. 57.

30)y, Asywadie Syukur, Intisari Hukum Perkawinan dan

Kekeluargaan dalam Fikih Islam, (Surabaya: Bina Ilmu,
1985), hlm. 36.

31)As—8ayyid Sabiqg, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-
Kitab al-'Arabi, 1971), III: hlm. 579.
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Dalam UU No.1/1974, syarat wali harus dewasa,
berpikiran sehat, jujur, dan berkelakuan baik.32) Keten-
tuan tentang syarat wali dalam UU No.1/1974 ini sama
dengan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi. Namun
pada yang disebut terakhir terdapat tambahan yang
dinyatakan secara eksplisit tentang kemungkinan badan
hukum atau organisasi bertindak selaku wali.33)

Sebelum UU No. 1/1974 lahir, peraturan yang
mengatur tentang perwalian di Indonesia (selain hukum
agama dan hukum adat) adalah KUH Perdata. Dalam KUH
Perdata, perwalian diatur dalam Bab XV (Pasal 330-
418a) . Secara garis besar, masalah-masalah perwalian
yang diatur dalam KUH Perdata meliputi pengertian belum
dewasa, tugas-kewajiban dan tanggung jawab wali terha-
dap diri dan harta anak di bawah perwaliannya, penca-
butan perwalian dan penggantiannya, pemecatan wali,
jenis-jenis perwalian, wali pengawas, dan balai harta
peninggalan.

KiM1® Perdara’ Xalan dibandingkan dengan UU
No.1/1974 maupun dengan Kompilasi, aspek-aspek permasa-
lahan perwalian yang diatur didalamnya terlihat agak
lebih luas. Akan tetapi, karena KUH Perdata tersebut

berasal dari dan merupakan hukum yang dipaksakan pem-

32)yu No. 1/1974, Pasal 51 ayat (2).

33)Kompi1asi., Pasal 107 ayat (4).
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berlakuannya oleh pemerintah kolonial Belanda di masa
lalu, maka ia tidak dapat diterima dengan penuh kesa-
daran oleh masyarakat Indonesia, Khususnya masyarakat
muslim. Dengan kata lain, KUH Perdata tidak berakar
dalam, dan karena itu tidak sesuai dengan kebudayaan
bangsa Indonesia, walaupun ada beberapa pasalnya yang
tidak bertentangan. Kelemahan paling esensial dari KUH
Perdata, termasuk pasal-pasal yang berhubungan dengan
perwalian, menurut Hilman Hadikusuma, ialah karena
"hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan
segi keagamaan“.34) Prinsip pendekatan semacam itu
"jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila
yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas
segala-galanya".32) palam konteks inilah dapat dipahami
dengan tepat makna penting lahirnya UU No.1/1974.
Sampail sekarang UU No.1/1974 sudah berusia seki-
tar 23 tahun. Namun, sebagaimana dinyatakan pada awal
telaah pustaka ini, hingga dewasa ini masih sangat
minim kepustakaan yang membahas masalah perwalian
menurut UU No.1/1974 secara berdiri-sendiri. Sementara
itu, sejumlah kepustakaan yang dirujuk dimuka, yang
membahas masalah perwalian dalam konteks keterpaduan

dengan hukum perkawinan menurut UU No.1/1974, umumnya

34)Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan., hlm. 7.

35) 1bia.
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adalah berupa kajian hukum normatif. Keadaan yang
serupa juga terlihat dalam kasus hukum Islam. Satu-
Satunya penelitian hukum empiris tentang perwalian
menurut UU No.1/1974, penelitian yang mengaitkan hukum
dengan perilaku manusia atau penelitian terhadap dera-
jat efektifitas hukum (UU NO.1/1974), adarah karya
Sulastriyono yang disebut di muka. Karena itu, ditengah
masih rendahnya tradisi penelitian hukum empiris ihwal
perwalian, baik menurut Hukum Islam maupun UU
No.1/1974, penelitian tentang "pertanggungjawaban Wali
terhadap Anak dibawah Perwaliannya di Kabupaten Banyu-
mas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.1/1974": akan
tetapi mempunyai arti tersendiri bagi pengembangan

disiplin ilmu Hukum Islam.

Kerangka Teoritik

Kehidupan keluarga manusia diatur oleh bemacam-
macam adat istiadat dan hukum yang ditentukan oleh
kebudayaannya. Dalam keluarga sebagai suatu kesatuan
sosial terdapat ketegori—kategori seperti ayah, ibu,
anak, saudara, bibi, paman, kakek, nenek, kemenakan
cucu, dan sebagainya. Hubungan antara kategori—kategori
itu diatur oleh sejumlah norma yang melahirkan posisi
dan tugas, serta hak dan kewajiban tertentu bagi
masing-masing anggota keluarga yang dinamakan peran

sosial keluarga merupakan sistem peran sosial. Dalam,
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peran sosial dimaksud tergambar urutan hak dan kewajib-
an anggota keluarga sesuai dengan posisi masing-masing.
Peran sosial dalam keluarga menimbulkan hubungan sosial
tertentu, baik atas dasar pertalian darah maupun ikatan
perkawinan, yang dinamakan sistem kekerabatannya.36)
Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum
dalam masyarakat dan memainkan peranan penting di dalam
tata aturan tingkah laku dan susunan kelompok; kekera-
batan juga merupakan bentuk dan alat hubungan sosial.
Ahli-ahli ilmu sosial umumnya membagi sistem kekerabat -
an menjadi tiga macam pola hubungan. Pertama, prinsip
patrilineal, yang menghitung hubungan kekerabatan hanya
melalui garis ayah (pria) . Berdasarkan prinsip ini,
maka bagi seseorang semua kerabat ayahnya ménjadi
anggota kekerabatan, sedangkan semua kerabat ibu berada
di luar. Kedua, prinsip matrilineal, yang menarik garis
hubungan kekerabatan hanya melalui jalur ibu (wanita) .
Konsekuensi prinsip ini adalah kebalikan dari yang
pertama. Ketiga, prinsip bilateral atau parental, yang
menurut hubungan kekerabatan kepada garis ayah dan ibu.
Dalam prinsip ini, bagi seseorang, kerabat ayah maupun

kerabat ibu semuanya adalah anggota kerabatnya.37)

36)M. yahya Mansur, "Sistem Kekerabatan (Kinship)
Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar", dalam Bur Rasuanto
(ed.), Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan (Jakarta:

Pustaka Grafika Kita, 1588), hlm. 15-16.

37) 1bid., hlm. 16-17.
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Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, masya-
rakat (muslim) Kabupaten Banyumas -- sebagai bagian
dari tradisi besar orang Jawa -- menganut sistem kek-
erabatan bilateral atau parental.38) Pada masyarakat
yang menganut sistem kekerabatan bilateral, kedudukan
ayah (suami) dan ibu (istri) adalah seimbang menurut
perspektif kekerabatan. Hal ini terlihat pula dalam
pelaksanaan kekuasaan orangtua terhadap anak, yakni
dilaksanakan bersama oleh ayah dan ibu. Karena itu,
bila dalam suatu keluarga, orangtua tinggal seorang,
sementara dalam keluarga bersangkutan masih ada anak-
anak yang belum dewasa, maka yang melaksanakan kekua-
saan orangtua adalah orang tua yang masih tingga1.39)
Dengan kata lain, selama orang tua masih ada yang
hidup, baik ayah maupun ibu, ia tetap dapat melaksana-
kan kekuasaan sebagai orangtua terhadap anaknya.40)
Apabila kedua orangtua sudah tidak ada, tanggung jawab
pemeliharaan anak yang ditinggalkan jatuh kepada salah

satu diantara keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu

33)Soerjono Soekanto dan Suleman B. Taneko, Hukum Adat

Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 63. Kodiran,

"Kebudayaan Jawa", dalam Koent jaraningrat (ed.), Manusia
dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Djembatan, 1985),
hlm. 330.

39) Imam Sudijat, Hukum Adat: Sketsa Asas, (Yogyakarta:

Liberty, 1981), hlm. 99.

40)Hilmam Hadikusuma, Hukum Kekerabatan., hlm. 97.
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yang terdekat, sesuai kesepakatan bersama.4l)

Dalam Hukum Islam, yang umumnya dianggap menganut
sistem kekerabatan patrilineal, menurut Abdul Ghafur
Anshori; Penggunaan ungkapan: "umumnya dianggap",
karena prinsip patrilinealistik (isme) pada dasarnya
bukanlah meruvakan ajaran Islam an sich. Pandangan
bahwa Islam menganut sistem kekerabatan patrilineal
lebih merupakan hasil penafsiran mazhab Syafi'i atau
paling luas, merupakan pandangan Ahl as-Sunnah wa al-
Jama'ah. Sebaliknya, golongan Islam Syi'ah berpendapat
ajaran Islam menggariskan, dan karena itu golongan ini
menganut, sistem kekerabatan bilateral.42) Kalau ayah
sudah tiada atau ayah tidak mampu melakukan kekuasaan-
nya, kekuasaan perwalian beralih kepada kerabat dari
jurusan ayah vang laki-laki B 43) Sedangkan ibu dan
keluarga dari garis ibu, khususnya menurut mazhab
Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Jawad Mughniyah tidak
mempunyai hak perwalian.%4) Mengikuti prinsip ini Ahmad

Azhar Basjir merumuskan tertib keutamaan wali setelah

41)Busyar iluhammad, Pokok-pokok Hukum Adat (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1983), hlm. 17.
Y-

42) aAbdul Gh=fur Anshori, "Identifikasi Pengaturan
Hukum Kewarisan dalam Inpres No.1l Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam", Mimbar Hukum, No. 12 Tahun ke-12
(1995), hlm. 33.

43)M. Aswadie Syakur, Intisari., hlm. 36.

44)y, Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, hlm. 693.
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aya' ebagai berikut: orang vang diwasiati ayah, kakek,

d

orang yang ditunjuk kakek, hakim dan orang yang ditun-

="
'f'.:"r

juk hakim.™ Berbeda dengan Ahmad Azhar Basyir, Sayyid
Sabiqg ternyata memberikan tempat kepada ibu, meskipun
tidak bagi keluarga garis ibu, untuk hak kewalian,
dengan tertib keutamaan; hakim, kakek, dan ibu. Sedang-
kan bagi semnua asabah, menurutnya, mereka tidak mempun -
yai hak kewalian kecuali melalui wasiat ayah.46)

Dalam Kompilasi, yang merupakan hasil kesepakatan
(boleh juga disebut hasil ijtihad bersama dari) sejum-
lah ulama Indonesia dari berbagai golongan, prinsip-
pPrinsip patrilinealistik sama sekali tidak ditonjolkan
atau tidak disebut secara eksplisit. Kompilasi hanya
menegaskan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari
keluarga anak tersebut atau orang lain",47) tanpa
menjelaskan lebih jauh siapa saja yang dimaksudkan
dengan "keluarga anak tersebut", apakah keluarga dari
garis ayah saja (prinsip patrilinealistik) atau menca-
kup pula keluarga ‘dari garis ibu (prinsip bilateralis-
£ik) . ‘Namun perlu dicatat bahwa menurut Kompilasi,
selama salah seoxang ,dari ;kedua orangtua masih ada,

baik avah atau ibu, ia tetap dapat melaksanakan kekua-

-

'/ Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas., hlm. 55.
" Sayvid Sabiq, Fikih Sunnah (XIV), hlm. 211,

5

."'Kompilasi,, Pasal 107 ayat (4)
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saannya sebagal orang tua terhadap anaknya. Hal ini
dapat dipahami dari pengertian perwalian yang dirumus-
kan dalam Kompilasi:

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada
seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum
sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama
anak yang tidak mempunyai kedua orandg tua atau
kedua orang tua yang masig)hidup, tidak cakap
melakukan perbuatan hukum.

Dengan demikian, Kompilasi pada dasarnya menempuh
kebijakan terbuka, kalau bukannya justru cenderung
menganut asas bilateral.%?) Kebijakan terbuka juga
nampak pada UU No.1/1974, yang tidak menetapkan secara
definitif sistem kekerabatan (kekeluargaan) yang digu-

nakannya,so)

sehingga bisa menampung berbagai adat
istiadat masyarakat Indonesia, selama tidak bertentang-
an dengan asas-asas yang sudah diatur secara garis
besar mengenai perwalian.

Dalam Hukum Islam, adat istiadat atau hukum adat
bukan saja dihormati, melainkan juga dapat ditetapkan
sebagai sumber hukum, sejauh adat dimaksud tidak berla-

wanan dengan nas atau jiwa syari'at. Karena itu, dalam

penelitian ini digunakan ga'idah fighiyah berikut:

48)Kompill_asi.,Pasal 1. huruf h.

49) 14ris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum
Kewarisan Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 32-
36.

50)yu No.1/1974, Pasal 51 ayat (2).
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1) LA o >\ M\

Qa'idah ini sejalan dengan atauy merupakan formu-
lasi garis hukum dari pernyataan al-Qur'an yang ber-
bunyi :

52) (e L¥‘Q}°Lﬁir$i}Lgiijkfdﬁﬁiajhsd\iﬁﬁ

Dalam kasus spesifik yang berkenaan dengan perwa-
lian, él—Qur'én menyatakan:

53) y = 2w BT A

Dari ayat di atas, menurut Ismuha, dapat dilihat
bahwa Allah Swt. menyerahkan kepada 'urf (adat) tentang
berapa harta Yang pantas (ma'ruf) diambil untuk dimakan
dari harta anak yatim bagi Seorang muslim yang mengu-
rusnya.54) Tegasnya, Hukum Islam membuka diri terhadap
dan dapat diperkaya dengan realitas aktual hukum adat
yang berkembang dalam kehidupan masyarakat muslim,
yakni hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip

dalil syara' ('urf sahih)

Sl)Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembi -
naan Hukum Figh Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm.
51,

Bra-arvat s 199,

>3 An-Nisa' (4): ¢,

54)Ismuha, Pencaharian Bersama sSuami Istri di Indone-
sia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 95-9¢.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian
lapangan (field research), yang datanya digali
langsung dari lokasi penelitian. Karena itu, jenis
data yang ’ibutuhkan dan dicari adalah datd primer.
2. Ssifat atau Spesifikasi Penelitian
Dilihat dari sifat atau spesifikasinya,
penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif
dan analitis-preskriptif. Dengan sifat deskriptif
dimaksudkan bahwa penelitian ini berusaha menggam-
barkan secara komprehensif dan sistematik tradisi
perwalian di Kabupaten Banyumas, terutama ihwal
pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah
perwaliannya. Sedangkan sifat analitis-preskriptif-
nya lalah karena penelitian ini akan mengadakan
tinjauan atau evaluasi kritis terhadap tradisi
pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas menurut
Hukum Islam dan UU No.1/1974.
3. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian' ini ialah kasus-kasus
perwalian yang berjalan di Kabupaten Banyumas,
dengan melibatkan wali sebagai unit analisis, yakni
pertangungjawaban wali terhadap anak di bawah perwa-

liannya.

PERPUSTAK A AN
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Untuk pengambilan sampel dipakai teknik
stratified cluster sampling (gugus bertingkat),
dengan kecamatan-kecamatan dan kalurahan/desa seba-
gai unsur sampling. Jumlah kecamatan di kabupaten
Banyumas sebanyak 27, terdiri dari 5 "kecamatan
kota" dan 22 "kecamatan desa'. Dari jumlah tersebut
diambil tidak kecamatan sebagai sampel tahap perta-
ma; pengambilannya dilakukan secara purposive, yakni
mengambil satu "kecamatan kota" dan dua "kecamatan
desa". Tetapi karena "kecamatan kota" maupun "keca-
matan desa" lebih dari jumlah sampel yang dibutuh-
kan, maka pengambilan sampel untuk masing-masing
kelompok kecamatan dimaksud dilakukan secara acak
dengan undian.

Selanjutnya, pada masing-masing kecamatan
terpilih diambil satu kalurahan/desa sebagai sampel
tahap kedua, yang pengambilannya dilakukan secara
acak dengan undian. Karena unsur penelitian ialah
kasus-kasus perwalian, dengan unit analisis adalah
wali (pertanggungjawabannya), maka semua kasus
perwalian dalam gugus kalurahan/desa cergilin,
dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian, batasan
penelitian ini adalah dari segi pelaku walinya,
penelitian dibatasi pada kasus perwalian oleh wali
individual, dari segi lingkungan perwalian, peneli-

tian dibatasi pada kasus perwalian di lingkungan
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masyarakat muslim dan terakhir dari segi periode

waktunya, penelitian dibatasi pada kasus perwalian

dari (yang berakhir) tahun 1992 sampai (yang mulai

berjalan sejak) tahun 1996.

Hasil pengambilan sampel dengan menggunakan
teknik sebagaimana dijelaskan di atas Ialah pada
tahap pertama terpilih Kecamatan Banyumas (kota),
Kecamatan Jatilawang (desa), dan Kecamatan Kemranjen
(desa) . Pada tahap kedua, dari masing-masing ketiga
kecamatan, terpilih Kalurahan Sudagaran, Desa Adisa-
ra, dan Desa Sibalung. Di Kalurahan Sudagaran terda-
pat 26 kasus perwalian yang menjadi obyek peneli-
tian, di Desa Adisara sebanyak 49 kasus perwalian,
dan di Desa Sibalung sebanyak 37 kasus perwalian.
Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan,
dalam penelitian ini digunakan metode-metode berij-
kut:

a. Metode Angket. Metode ini digunakan untuk mengga-
1i data yang berkenaan dengan seluk beluk pelak-
Sanaan perwalian, yang secara garis besar melipu-
ti tugas wali dan pertanggungjawaban wali terha-
dap diri anak dan harta benda anak di bawah
perwaliannya. Angket diajukan kepada para wali.

b. Metode wawancara. Wawancara terutama diadakan

dengan pejabat-pejabat kecamatan dan kalurahan/
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desa terkait, yaitu Kepala KUA dan Kepala Kalura-
han/Kepala Desa. Metode wawancara ini digunakan
untuk memperoleh informasi tentang sistem kekera-
batan (kekeluargaan) pada umumnya dan pelaksanaan
perwalian pada khususnya.

Cc. Metode dokumentasi. Metode ini digunakah di dalam
rangka pengumpulan data lokasi penelitian dan
data perwalian yang tercatat, baik pada Pengadil-
an ﬁegeri, Pengadilan Agama, KUA, maupun Kantor
Kalurahan/Desa.

Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dan telah
diklasifikasikan secara Sistematis, selanjutnya
dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggu-
nakan metode deduktif dan metode induktif. Metode

‘deduktif digunakan dalam rangka evaluasi kritis atas

pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas menurut

Hukum Islam dan UU No. 1/1974. Sementara metode

induktif digunakan untuk menghasilkan atau menarik

generalisasi-generalisasi tentang derajat efektifi-
tas Hukum Islam dan UU No. 1/1974 dalam realitas
pelaksaanaan perwalian di Kabupaten Banyumas.

Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian
ini ialah yuridis empiris. Dengan demikian, peneli-

tian disamping mengungkapkan data lapangan tentang
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pelaksanaan perwalian yang berlaku dalam masyarakat,
juga melibatkan kajian kaedah-kaedah hukum tereulis,
yakni Hukum Islam dan UU No.1/1974. Adapun orienta-
sinya ialah untuk menjelaskan derajat kesesuaian
antara praktek perwalian yang berlaku dalam masyara-

kat dengan ketentuan kaedah-kaedah hukum tertulis.

Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pokok masalah yang diajukan dan
sejalan pula dengan pengarahan kerangka teozritik,
pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini memuat
dasar-dasar pertanggungjawaban ilmiah penyusunan skrip-
si, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan Gambaran Umum Lokasi Peneli-
tian. Dalam bab ini digambarkan tentang keadaan geogra-
fi, keadaan demografi, ~-mata pencaharian penduduk,
keadaan pendidikan, kehidupan beragama, dan sistem
kekerabatan.

Bab ketiga menguraikan tentang Pelaksanaan Perwa-
lian di Kabupaten Banyumas. Aspek-aspek vyang diuraikan
meliputi silsihlah wali dan prosedur penetapannya,
tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwalian-

nya, tanggung jawab wali terhadap harta anak di bawah
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perwaliannya, dan pemberitahuan pelaksanaan perwalian
dan pengawasannya.

Bab keempat memaparkan Tinjauan Hukum Islam dan
UU No.1/1974 terhadap Pelaksanaan Perwalian di Kabupa -
ten Banyumas, yang meliputi pemaparan tentang perwalian
menurut Hukum Islam, perwalian menurut UU No.1/1974,
dan pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas ditin-
Jau menurut Hukum Islam dan UU No.1/1974.

Bab kelima adalah Penutup. Kesimpulan-kesimpulan
yang ditarik dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebe-
lumnya dikemukakan dalam bab kelima; kemudian diakhiri

dengan merekomendasikan saran-saran.



BAB V

PENUTUF

A. Kesimpulan

Berdaesarkan etas uraian serts analisis preskrips
tif yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnys tentang
ketiga pokok masalah tersebut, maka dapat ditarik bete-
rapa “Zesimpulan sebagai berikut:

1. Tata laksana perwalian di Kabupaten Banyumas:

a. Pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas .ter=-
batas kepada anak-anak yatim piatu yang Tberusia
antara di bawah 15 tahun sampai di bawah 21 tahun
tanpa menmutup kemungkinan perwalian bagi orang=-
orang gila dan idiot.

b. Orang-orang yang bertindak selaku wali di Kabupa-
ten Banyumas umumnysz adalah kerabat anak itu sen-
diri, baik dari garis ayah maupun ibu, laki-laki
maupun perempuan, serta orang lain.

c. Penetapan wali di Kabupaten Banyumas ditempuh me-
lalui tipa cara, yaitu dengan wasiat dari orang-
tua ensk, atas permohonan drang yang berkeinginan
bertindak selaku wali, dan melalui - pentinjukan
oleh kerabat ahsk,.

2. Pertanggungjawaban wali terhadap anak d4i bawah per-
waliannya di Kabupaten Banyumas:

8. Dalam pelaksanasan perwalian di Kabupaten Banyumas

dimensi-dimensi pertanggungjawaban wali terhadap

anak di bawah perwsliannya meliputi tanggung ja-

wab mengurug _diri anak dan tanggung jawab meng -
PERPUSTAXAAN
JAIN SUNAN - "JAGA
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urus harta ansk.
Sebagai bagian dari pelaksanaan pertanggungjawabe
annya terhadap dipi dan harta anak di bawah ' per-
waliannya, sebagian di antara wali-wali di kabu -
paten Banyumas telah pula melaksanakan tanggung
jawab memberitahukin kebijakan perwalian yang ia
jalanksn kepada kerabat anak; sebaliknya, sebagi-
an kerabat anak telah berperan menjalankan tugas

pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian.

3, Tinjauan hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap pe =

laksanaan pertanggungjawaban wali di Kabupaten Ba=-

nyumas :

a.

Ditinjau dari sudut ketentuan hukum lIslam dan UU
No. 1/1974, pelaksanaan pertanggungjawaban wali=-
wali di Kabupaten Banyumas terhadap anak di bawah
perwaliannya, baik menyangkut pengurusan diri dan
harta anak maupun pemberitahuan pelaksanaan per-
walian kepada kerabat anak, semuanya sudah berja-
lan sesuei dengan hukum Islam dan UU No. 1/1974.
Kelaupun terdapat segi-segi kekurangan tertentu ,
kekurangan tersebut tidak prinsipil sifatnya.

Terlepas dari tingkat pemahaman masyarskat terha-
dap hukum Islam dan UU No. 1/1974, namun bila di=-
lihat dari teori kaedah hukum berlaku secara so-
siologis, hukum Islam dan UU No. 1/1974 pada da=-
sarnya sudah efektif dalam tata kehidupan masya-
rakat Kabupaten Banyumas, terutama dalam pelaksa-

naan perwalian.
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B. Saran-saran

1.

Saran kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

Sesuai dengan Instruksi Presiden KI ho. 1/1991
dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154/1991, hendak-
nya pihak Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas mem-=
programkan kegiatan penyuluhan kepada warga masyara-
kat muslim di Kabupaten Banyumas tentang materi-ma -
teri Kompilasi Hukum Islam, termasuk materi mengenai
perwalian,
Saran kepada KUA di Wilayah Kabupaten Banyumas

Dalam rangka: meningkatkan pengetahuan dan wa-
wasan masyarakat muslim tentang perwalian - “menurut
hukum Islam dan UU No. 1/1974, maka pihak KUA hen-
daknya terus kian mengintensifkan usaha-usaha penje-
lasan kepada masyarskat meslim ketentuan- ketentuan
hukum Islam dan UU No. 1/1974 tentang perwalian, ba=-
ik melalui cerapah-cersemah agama, pengajian, maupun
pacda kesempatan khutbah nikah.
Saran kepada Kepala Kelurahan/Kepala Lesa

Dewasa ini Gerakan Nasional Orang Tua - _Asuh-.
nampak semakin digalakkan oleh pemerintah. Agar anak
yatim dan anak-anak yatim piatu serta anak-anak dari
keluarga kurang mampu di KelurahanZDesa setempat bi-
sa terjaring dalam program GNOTA, maka sudah seharus-
nya pihak Kantor Kalurahan/Desa berusaha i mengddakan
pendataan terhadap anak-anak yatim piatu dan anak -
anak dari keluarga kurang mampu di wilayahnya; dalam
hal ini seyogyanya sekaligus pula .. diinAveritarisasi

data tentang perwalian,
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